WALIKOTA MADIUN
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi

kependudukan dan peningkatan pelayanan administrasi
kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan
administrasi kependudukan  profesional, memenuhi
standar teknologi informasi, dinamis dan tidak
diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan
minimal menuju pelayanan prima berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Kota
Madiun memberikan pembebasan biaya pelayanan
pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan ;
bahwa sehubungan dengan huruf a dan sebagai tindak
lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal
17 Januari 2014 Nomor : 900/326/SJ hal Larangan
Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan
Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Pencatatan Sipil sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Pencatatan Sipil ;



Mengingat

-0 -

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3244);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2008 Nomor 1/D);



20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008

21.

22.

23.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008
Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013
Nomor 3/D);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2009 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009
Nomor 5/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Menetapkan

dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 05 TAHUN
2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.



Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2010 Nomor 2/C,) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 20 Agustus 2014

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 7 November 2014

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014
NOMOR 1/C



